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ABSTRAK

Tiga aspek yang penting untuk mewujudkan desa yang partisipatif dalam
pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan berbasis data desa, pengelolaan aset
dan tata kelola keuangan desa, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan
pembangunan sangat tergantung pada akses dan pemahaman masyarakat terhadap
data dan informasi. Minimnya data dan informasi kebutuhan masyarakat desa yang
valid menjadi peluang miskomunikasi dan misinformasi sehingga program yang
digulirkan tidak tepat sasaran. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dalam
memanfaatkan ketersediaan sistem informasi desa sebagai media komunikasi antar
komunitas. Kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya
partisipasi masyarakat dalam mengelola sistem informasi desa. Metode yang
digunakan adalah pembelajaran kolaboratif cara berkomunikasi aktif menggunakan
sistem informasi desa melalui penyuluhan dan praktek. Sebelum dan setelah
penyuluhan, diberikan evaluasi berupa pretest dan postest dengan hasil terdapat
peningkatan pengetahuan dari setiap aspek sebesar >20 %, Peningkatan hasil tersebut
adalah merupakan angka komunikasi partisipasi masyarakat dalam sistem informasi
desa yang dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi faktor pendukung
hilirisasi dalam pembangunan.

Kata kunci: sistem informasi desa, media, komunikasi partisipatif.

PENDAHULUAN

Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” pasal 86 UU Desa Nomor 6
Tahun 2014, perlu adanya perencanaan yang baik bagaimana menyiapkan desa untuk
dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut tidak hanya berupa kebijakan
yang bersifat top down tetapi juga inisiatif yang bersifat bottom up agar perencanaan
pembangunan Dberorientasi kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan. Untuk
menciptakan perencanaan yang baik harus didukung dengan data dan informasi yang
akurat, sehingga perlu dibangun sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
sebagai stakeholder, pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan
prasarana serta pengusaha sebagai sponsor penyandang dana untuk suporting
pembangunan.

Pembangunan sistem informasi desa serta kapasitas sumberdaya manusia yang
melek teknologi informasi harus menjadi prioritas program pemerintah daerah
Kabupaten maupun Kota, sehingga keterbukaan akses antara desa dan kota dapat
segera teratasi. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan oleh Kementerian Desa,
sehingga program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 2 dapat
terukur, sekaligus sebagai pengawasan pembangunan bersumber dana desa yang
tepat sasaran.

Belum terbentuknya Pusat Pemberdayaan Informasi Pedesaan (Puspindes) di
seluruh wilayah tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor:
6 Tahun 2014 menyebabkan transparansi informasi desa belum berjalan sehingga
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berkontribusi terhadap: a) Partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan
pembangunan belum terlaksana, b) Basis data potensi desa, kebutuhan desa belum
tersedia secara online, sehingga belum ada jaminan akurasi data, sehingga belum
dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan program pemerintah untuk
percepatan pembangunan desa, c) Pengelolaan aset dan tata kelola keuangan desa
sulit diawasi, sehingga pencegahan penyelewengan dana desa sulit dilaksanakan
(hanya bersifat kuratif).

Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor yang memiliki luas wilayah
7.118,06 Hektar, dengan jumlah penduduk 122.838 jiwa yang tersebar di 11 desa.
Potensi wilayah terbesar lahan pertanian, sehingga penduduknya memiliki mata
pencaharian sebagai petani, pembudi daya ikan, juga pedagang sayur. Terdapat 2
lokasi potensi wisata alam yang belum tereksplorasi. Terdapat beberapa pengrajin
usaha kecil menengah. Kecamatan Parung Panjang belum memiliki pusat informasi,
sehingga kebutuhan komunitas para petani, pembudidaya ikan, pelaku UMKM,
pedagang pasar, melakukan aktivitasnya secara perorangan, belum terorganisir
dengan baik. Padahal dengan adanya undang-undang Desa, otonomi menuju
kemandirian desa sangat terbuka. Sistem informasi desa dapat dikelola sebagai pusat
informasi sudah merupakan kebutuhan prioritas yang harus segera dibangun. Selain
studi deskriptif yang dilakukan di kecamatan Parung Panjang, dilakukan juga studi
literatur melalui media cetak, buku-buku maupun media online wilayah yang telah
memiliki Pusat Pemberdayaan Informatika Desa serta menggunakannya secara
berkelanjutan. Perencanaan Program Komunikasi yang harus dibangun untuk
mengatasi permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah kecamatan
Parung Panjang adalah membangun Pusat Pemberdayaan Informatika Pedesaan
dengan menggunakan Teknologi Informasi yang dapat diakses melalui android yang
telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat.

Tiga aspek yang saling berkaitan dalam komunikasi pembangunan, yaitu a)
Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa dan bagaimana media
massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut, b) Pendekatan yang lebih spesifik,
memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, c) Pendekatan yang
berorientasi pada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal / desa (Sultan
;2011). Berbagai paradigma teori komunikasi pembangunan dari yang linier sampai
paradigma yang bersifat pertisipatoris. Pramono (2016) menyatakan bahwa dalam
pendekatan partisipatoris, semua permasalahan yang dihadapi merupakan masalah
bersama sehingga cara menyelesaikannya pun perlu dipikirkan bersama. Karena
aktivitas komunikasi terjadi dalam ruang publik (public sphere) maka memungkinkan
setiap orang dapat melakukan akses informasi dan dialog terbuka secara merata.
Selain itu, pendekatan partisipatoris memfokuskan pada penggalian dan pemanfaatan
potensi media lokal (indigenous media) sebagai alternatif penggunaan media
komunikasi modern bagi tumbuhnya partisipasi warga masyarakat setempat.

Sebelum terbangunnya pusat pemberdayaan informasi diperlukan penguatan
pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan sistem informasi desa dalam
menunjang pemenuhan kebutuhan terkait pengelolaan usahanya sebagai petani,
pembudidaya ikan, UKM, serta para aparat desa dan kecamatan yang memiliki
tanggung jawab langsung terhadap sebagai penyedia informasi dalam
keberlangsungan sistem tersebut. Telah tersedianya sistem informasi desa sejak
diundangkannya UU desa sejak tahun 2014, selayaknya pemanfaatannya dapat
dirasakan oleh masyarakat desa sendiri maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan
studi pendahuluan, sistem tersebut desa yang telah terbangun belum dimanfaatkan
secara maksimal baik dari aspek pengisian data yang berupa informasi aspek-aspek
yang terkait dengan potensi wilayah belum tersedia sehingga untuk mencapai
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keterbukaan kebutuhan pembangunan dari hulu ke hilir belum dapat terpenuhi. Hal
ini akan berdampak pada masyarakat pengguna informasi, yang tidak terpenuhi juga,
karena sistem belum terkelola dengan baik.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi penyebab sistem belum terkelola denga
baik diantaranya pemahaman terhadap sistem informasi, baik secara pengelolaan
maupun pemanfaatan sebagai media informasi sehingga kegiatan pengabdian ini
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama sebagai pengelola
informasi. Oleh karena itu sasaran khalayak pada kegiatan ini adalah aparat desa yang
memiliki tupoksi sebagai pengelola informasi di level kecamatan dan level pedesaan.
Pengelola sistem menjadi prioritas, karena jika sistemnya tidak dikelola dengan baik,
data serta informasi bisa keliru.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang penggunaan dan pemanfaataan SID sebagai media informasi dalam mengirim
maupun mencari informasi sesuai dengan kebutuhan, yang dilaksanakan secara
bertahap dan berkelanjutan melalui program pengabdian masyarakat multi tahun
dengan tahapan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No. Waktu Materi Sasaran
1 Tahun 1. Penyuluhan Fungsi dan Manfaat SID Operator SID
I 2. Pelatihan mengoperasikan SID perwakilan Desa dan
3. Pelatihan Menulis dan Desain Pesan Kecamatan
2 Tahun 1. Pelatihan Cara penyajian data UMKM, Kelompok
II, 2.Pendampingan Pengembangan web masyarakat

desain, pembuatan photo berita SID

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahun pertama, dilakukan dengan memberikan
penyuluhan pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan sistem informasi desa
sebagai media komunikasi masyarakat kepada Operator SID di Kecamatan
Parungpanjang Kabupaten Bogor yang berjumlah 26 orang, terdiri atas perwakilan
desa sebanyak 2 orang setiap desa, serta perwakilan kecamatan sebanyak 4 orang.
Pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan sistem informasi desa yang diberikan
meliputi materi : 1) Sistem Informasi Desa (SID) fungsi dan manfaatnya, 2) teknik
membuat pesan yang baik, 3) Cara pengoperasian SID sebagai pusat informasi.

METODE KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan dengan medode ceramah dan diskusi serta praktik
mengoperasikan SID, yang dilakukan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Materi, Waktu, dan Khalayak Sasaran Pengabdian Masyarakat

No. Materi Waktu Pelaksanaan Khalayak Sasaran
1 Penyuluhan Fungsi dan 22-23 Juli 2019
Manfaat SID Operator SID

2 Pelatihan
mengoperasikan SID

3 Pelatihan menulis dan
mendesain pesan

9-10 Agustus 2019 perwakilan dari desa
dan kecamatan

Agustus-September 2019 sebanyak 26 orang

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan persetujuan
khalayak sasaran yang memiliki kegiatan usaha setiap harinya sehingga kita jadwal
pada akhir minggu ketika mereka tidak bekerja. Untuk mengukur keberhasilan
penyuluhan fungsi dan manfaat SID, mengoperasikan SID serta menulis dan
merancang pesan, sebelum mereka memperoleh materi penyuluhan maupun
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pelatihan, peserta diminta untuk mengisi dan menjawab beberapa pertanyaan sebagai

bentuk pre test sekaligus memetakan sampai sejauh mana pemahaman mereka

terhadap materi yang akan diberikan sekaligus untuk mengetahui tingkat
pengetahuan awal yang dimiliki terkait dengan pemanfaatan sistim informasi desa.

Setiap materi penyuluhan diberikan 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka

sehingga jumlah seluruhnya 15 pertanyaan. Waktu yang disediakan untuk pretest

selama 30 menit.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Kecamatan Parungpanjang dilakukan
selama tiga (3) bulan yaitu bulan Juli sampai dengan September 2019. Sebelum
menentukan tahapan kegiatan, dilakukan analisis kondisi eksisting pada wilayah
tersebut terkait dengan SID yang dapat diakses, tetapi ketika kita memerlukan data
tentang potensi kecamatan Parungpanjang belum tersedia pada sistem tersebut,
sehingga diperlukan proses pendampingan untuk memanfaatkan SID yang sudah
terbangun agar keterkaitan antara desa dengan pemerintah pusat dapat terjalin
dengan baik dan menjadi dasar pembangunan yang partisipatoris. Untuk memetakan
kebutuhan sasaran pengabdian, digunalak analisis SWOT sebagai berikut:

1. Analisis potensi yang merupakan aspek kekuatan kecamatan Parungpanjang
adalah sudah adanya SID, komunitas yang menhasilkan komoditi potensial,
terdapat potensi wisata yang perlu dipromosikan.

2. Sdm yang belum dapat memanfaatkan SID sebagai sumber informasi karena
kurang kompeten dalam bidang sistem informasi ataupun pengemasan pesan,

3. Terdapatnya peluang untuk mempromosikan potensi wilayah serta komoditas
unggulan lokal serta potensi pariwisata yang dapat diakses oleh masyarakat yang
memerlukan maupun pemerintah daerah / pusat sebagai analisis kebutuhan
wilayah,

4. Terdapat potensi ancaman ketika SID tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal,
terhambatnya pembangunan desa ataupun kurangnya transparansi penggunaan
dana desa.

Penentuan khalayak sasaran menjadi analisis pertimbangan dalam
melaksanakan program pengabdian masyarakat yang berorientasi kearifan lokal
secara berkelanjutan, sehingga perlu dipetakan kelompok mana saja yang memerlukan
SID sebagai sumber informasi. Beberapa kelompok komunitas yang terdapat pada
masyarakat kecamatan Parungpanjang antara lain petani, pembudidaya ikan, UMKM,
Karang Taruna, PKK, Pengajian dan masyarakat yang bekerja serta aparat
pemerintahan. Secara potensial perangkat desa dan kecamatan menjadi kelompok
sasaran pertama untuk dapat menjalankan fungsinga sebagai operator SID, yang
diharapkan dapat menjadi motivator sekaligus penggerak untuk kelompok
masyarakat yang lain.

Pemetaan yang dilakukan melalui pretest terhadap pemehaman serta
peengetahuan dan cara mengoperasikan SID dari khalayak sasaran program
peningkatan pengetahuan tentang penggunaan dan pemanfaatan SID memperoleh
gambaran hasil yang belum maksimal bahkan dalam hal menjelaskan fungsi serta
tujuan SID masih perlu penyuluhan dan pelatuhan. Evaluasi awal pada tahun pertama
hanya dapat dilakukan pada level kognitif khalayak sasaran yaitu dengan mengukur
tingkat pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang SID sebagai
sumber informasi sebagai hasil penyuluhan baru dapat diukur dengan
membandingkan hasil pre test dan post test dari peserta yang mengikuti pelatihan.
Memperhatikan hasil skor terdapat perubahan dari sebelum dan setelah pemberian
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materi terkait pemanfaatan SID. Tetapi untuk berfungsinya SID secara berkelanjutan
serta menjadi pusat informasi yang data yang berasal dari hilir tidak dapat terpenuhi
hanya dengan pemberian penyuluhan yang sesaat dengan memberikan pelatihan
untuk merancang pesan yang baik yang dapat dimasukkan ke dalam SID sebagai
informasi yang bermanfaat bagi sumber maupun khalayak.

Tabel 3. Perbedaan Pretest dan Postest

No. Aspek Sebelum (%) Sesudah (%)
1  Mengetahui SID 80 100
2 Memahami tujuan 57 80
3  Dapat menunjukkan 65 98
4  Dapat menjelaskan fungsi 52 72
5  Suka membuka SID 45 80

Perbandingan hasil pre dan posttest tidak dapat dijadikan ukuran keberlanjutan
berfungsinya SID yang dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan komunitas yang
terdapat di kecamatan Parungpanjang, tetapi perlu tindak lanjut pemberdayaan yang
mengarah kepada komunikasi partisipatif masyarakat terhadap pemanfaatan SID.
Sajian informasi yang dibutuhkan harus timbal balik, sehingga perlu pendampingan
sesuai dengan kebutuhan baik untuk pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan
dan evaluasi dalam merencanakan program dana desa, disisi lain merupakan promosi
desa dengan data potensi wilayahnya untuk membuat perencanaan program
komunikasi berbasis potensi desa. Seperti yang diungkapkan Hamad (2016: 1.2) bahwa
perencanaan program komunikasi merupakan upaya membuat rancangan
pelaksanaan suatu program komunikasi untuk mengkampanyekan, menyosialisasikan
atau mempromosikan suatu produk (program, barang, jasa atau lembaga) kepada
khalayak sasarannya dengan harapan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Bentuk produk yang disosialisasikan dapat berupa jasa dan lembaga berupa hasil
penelitian serta lembaganya adalah Pusat Pemberdayaan Informatika Pedesaan
(Puspimdes).

Selanjutnya Windahl, Signizer dan Olson dalam Hamad (2016: 1.2) menyebutnya
dengan perencanaan komunikasi instrumentalis yang memiliki karakter sebagai
berikut:

a. Pekerjaan yang dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan
penekanan jangka panjang (longterm planing)

b. Komunikasi yang direncanakan dari bawah (botton up), berdasarkan hasil
penggalian terhadap aspirasi dan kebutuhan khalayak

c. Komunikasi bertujuan lebih umum dan luas (ultimate purpose)

d. Komunikasi berorientasi kepentingan penerima (audience oriented)

Hamad juga mengutip Mujica dalam Simmons (1990:4) tentang langkah-langkah
perencanaan kampanye yang efektif yang meliputi:

a. Merancang pesan yang menarik, memilih media yang tepat, menetapkan target
sasaran yang jelas, mengeksekusi pesan pada saat yang tepat.

b. Membuat segmentasi khalayak sebagai pertimbangan efisiensi pembiayaan digali
potensi desa.

c. Melakukan riset evaluasi untuk mengukur keberhasilan serta umpan balik atas
pelaksanaan diseminasi.

d. Memilah usaha secara proporsional dalam mencapai target khalayak sesuai potensi
dampak yang ditimbulkan.

Tujuan komunikasi meliputi aspek kognisi, afeksi, serta behavior dari khalayak
sasaran sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Objek yang
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dikomunikasikan merupakan materi atau produk yang harus disampaikan kepada
khalayak, sehingga PPK harus menguasai produk yang akan disamapaikan kepada
khalayak. Kegiatan komunikasi pesaing juga harus menjadi pertimbangan PPK dalam
rangka menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
program komunikasi, termasuk analisis situasi lingkungan serta kondisi program yang
akan dikomunikasikan. Khalayak sasaran yang menjadi target populasi juga menjadi
faktor penting yang harus dikenali oleh PPK, bagaimana kondisi dan segmentasi
khalayak berdasarkan aspek geografis, demografis maupun sosio psikologis.

Analisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan meliputi
pesan yang disampaikan, media yang digunakan, serta komunikator yang
menyampaikan. Bagaimana mendesain pesan serta pemilihan kata, bahasa yang akan
disampaikan harus disesuaikan dengan kondisi khalayak sasaran. Pemilihan media
yang digunakan juga harus mempertimbangkan kondisi lokasi serta aspek sosial
ekonomi khalayak sasaran. Pemilihan komunikator menjadi sangat penting, karena
menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program komunikasi sehingga harus benar-
benar memperhatikan kredibilitas, kemampuan komunikasi serta etiket dalam
benkomunikasi.

Untuk menjamin keberhasilan program, PPK harus dilaksanakan secara
sistematis dan terukur. Sistematis berarti tersusun secara jelas dan konsisten
berdasarkan tahapan kegiatan yang satu sama saling berhunbungan dan
kesinambungan. Pendekatan yang digunakan dalam PPK ini berdasarkan pendekatan
SOSTAC (Smith dalam Hamad: 2016: 1.6) yang terdiri atas tahapan analisis situasi,
tujuan, strategi, taktik, rencana aksi dan kontrol.

Analisis situasi dilakukan terhadap produk yang akan didiseminasikan, analisis
terhadap khalayak sasaran, serta analisis terhadap media yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan. Hasil analisis menjadi dasar untuk menetapkan tujuan yang terdiri atas
tujuan strategis yang bersifat umum, dan pragmatis yang spesific dengan prinsip
SMART (Scientific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bounded). Untuk
mencapai tujuan tersebut dirumuskan strategi komunikasi yang merupakan
pendekatan yang paling tepat untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Strategi dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa cara (tactics) yang
berupa pedoman operasional strategi, baik terkait dengan pesan, media maupun
komunikator agar dapat implementatif. Taktik tidak dapat implementatif jika tidak
ada rencana aksi yang merupakan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Tim
di lapangan. Untuk menjamin bahwa rencana tersebut dilaksanakan, diperlukan
monitoring dan evaluasi (control).

Implementasi program perencanaan komunikasi diawali dengan analisis
keterkaitan para pihak antara pemerintah daerah Kabupaten Bogor, kecamatan
Parungpanjang yang terdiri atas 11 desa serta tim PPK. Tujuan yang akan dicapai
dalam PPK adalah tersedianya askes informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di
Kecamatan Parung Panjang, untuk itu perlu Tim PPK menetapkan tahapan program,
analisis data faktor penghambat lingkungan misalnya fanatisme masyarakat terhadap
IT, waktu untuk menemui masyarakat, serta mengumpulkan data-data tentang
segmentasi masyarakat berdasarkan geografis, demografis serta sosial budaya yang
harus dikomunikasikan melalui forum Focus Group Discussion (FGD) kepada Camat,
para Kepala Desa serta Opinion Leader, sehingga mereka dapat membantu
meminimalisir faktor penghambat serta dapat memberikan alternatif solusi terkait
waktu dalam menemui masyarakat.

Tujuan strategis dari pembangunan Puspindes adalah untuk merealisasikan
Undang undang No 6 tahun 2014 pasal 86 ayat 1 khususnya di wilayah Pemerintah
Kecamatan Parungpanjang dengan menyediakan layanan Sistem Informasi Desa.
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Sedangkan tujuan spesifiknya adalah membantu menyiapkan Sumber Daya Manusia
pengelola Sistem Informasi Desa dengan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi
Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh PUSPINDES serta pelatihan
penggunaan perangkat dan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi staf
dan perangkat desa di Kecamatan Parung Panjang. Perencanaan Strategis Dapat
dilakukan melalui kemitraan dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut
untuk memasukkan program aplikasi sistem informasi desa dalam materi komputer
yang diajarkan, sehingga siswa-siswa tersebut dapat dijadikan relawan tutor bagi
keluarganya maupun masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Bagi perangkat desa
beserta stafnya dapat dikirim untuk pelatihan profesional yang bersertifikat dengan
biaya dari Kabupaten.

Taktik yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi Puspindes adalah
taktik pengemasan pesan yang tidak formal disesuaikan dengan karakteristik
khalayak, misalnya dalam sosialisasi kepada kelompok petani dilakukan di sawah
tempat mereka bekerja pada jam istirahat, pada saat ada kerja bakti, komunitas
pengajian, posyandu, ibu PKK ataupun arisan. Penyampaian pesan tidak memerlukan
waktu khusus, tetapi on the job training kalo untuk pegawai. Pesan dapat
disampaikan melalui spanduk misalnya yang berhubungan dengan kode akses, cara
penggunaan fitur, sehingga masyarakat menjadi hapal, selebaran leaflet yang menarik
serta penggunaan medis sosial facebook, twiter, instagram, dan lainya dengan gambar
gambar yang menarik dan tidak membosankan. Komunikator dapat dibantu oleh para
siswa yang ada , kader PKK, Ibu Pengajian, Opinion Leader maupun selebriti dalam
suatu even acara.

Rencana aksi merupakan inti dari PPK, yang merupakan dasar pelaksanaan
program yang harus dipertimbangkan baik dari aspek sumber daya (manusia.
pembiayaan, fasilitas/perangkat IT), ketersediaan data, serta jaminan keberlanjutan
program yang meliputi sumber, pesan, saluran, penerima, dan dampak. Peningkatan
pengetahuan tentang SID yang dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan
pendampingan praktek merancang pesan yang baik merupakan tahap awal untuk
komunikasi pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditindaklanjuti dengan
pendampingan perencanaan program komunikasi untuk menumbuhkan komunikasi
partisipatif masyarakat dalam mengelola SID sebagai media komunikasi antara
pemerintah pusat dengan desa.

Tersedianya informasi yang akurat berdasarkan kondisi faktual kebutuhan
masyarakat desa menjadi bahan informasi antara hilir dan hulu sehingga menjadi
pertimbangan pengambilan keputusan pemerintah pusat dalam pembangunan.
Potensi serta kebutuhan masyarakat pedesaan dalam segala aspek apabila tercantum
dalam SID dapat menjadi ajang promosi pembangunan dan pengambangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN
Peningkatan pengetahuan tentang sistem informasi desa yang dilakukan

melalui ceramah, diskusi serta praktek menulis pesan cukup memberikan perubahan
pengetahuan para petugas kecamatan dan desa untuk mulai membuka dan
memanfaatkan SID sebagai sumber informasi, perlu dikelola secara berkelanjutan
melalui perencanaan program komunikasi yang melibatkan seluruh elemen
masyarakat kecamatan Parungpanjang dari berbagai komunitas.

Pemberdayaan komunikasi partisipatif akan lebih memudahkan pemanfaatan
SID yang lebih cepat berkembang dibandingkan dengan komunikasi strategis yang
bersifat top down, karena sesuai dengan kebutuhannya.
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